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: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910 /
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Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per?/vnakilgm
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyar;
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan ( Lembaran Negara Republik
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7, peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentar;g Pembinaan dan
pengawasan  atas Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ); '
peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
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MEMUTUSKAN :

AN DEWAN
Epuwsl‘ ABUPATEN  BATANG TENTANG AN RAKYAT
WAl N DEWAN  PERWAKILAN PENETA
o gruIVAT ATANG  TERHADAP RAKYAT  papi N
P PATEN B NG ANGGARA RANCANGAN gy AH
(AP oAH TENTANG N PENDAPATAN pay RATURAN
AE wAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2008 BELAN)A
pé\E TURAN DAERAH. MENJAD]
p ,
DIKTUM MEN
o Daerah sebagalmana ETAPKAN,
perart:'a Kabupaten Batang tentang Anggaran PendapaSadnaladha: eg“'a.”
Dgzrah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dengan perincian setigrg]:i

berikUt :

. pENDAPATAN Rp.  551.361.672.000,-

Rp. 603.584.974.000,-

2 BELANJA
DEFISIT ANGGARAN : Rp.  52.223.302.000,-

3, PEMBIAYAAN TERDIRI DARI :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah : Rp. 52.385.809.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah: Rp. 162.507.000,-

SURPLUS PEMBIAYAAN . Rp. 52.223.302.000,-

Anggaran dengan Tim Anggaran

. Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia
merupakan bagian tak

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang,
terpisahkan dari Keputusan ini;

n pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

pada tanggal ditetapkan, dan apabila
keliruan akan dilakukan pembetulan

: Menyerahka

: Keputusan ini mulai berlaku
dikemudian hari terdapat ke
sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Batang

pada tanggal 17 pesember 2007
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